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ABSTRAK  

Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Biaya Hutang Pada PT Perkebunan 

Nusantara IV Medan 

Nurdilla 

Program Studi Akuntansi 

Email: Nurdilladilla209@gmail.com   

Tax Avoidance merupakan suatu usaha pengurangan beban pajak secara 

legal dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan yang masih 

didalam batas ketentuan perpajakan. Pemerintah dan perusahaan memiliki tujuan 

yang berbeda dalam pajak, dimana pemerintah berusaha untuk memaksimalkan 

penerimaan pajak sedangkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban 

pajak karena beban pajak merupakan pengurang dari penghasilan. Trade of 

Theory menggambarkan bahwa penghindaran pajak adaah substitusi dari biaya 

hutang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

pengaruh Tax Avoidance terhadap biaya hutang pada PTPN 4. Pada penelitian ini 

menggunakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam 

penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu laporan keuangan PTPN 4 periode 

2012-2021. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear 

berganda, dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tax avoidance yang diukur 

dengan CETR dan ETR tidak berpengaruh terhadap biaya hutang hal ini 

dikarenakan periode penelitian ini dilakukan setelah pemerintah melakukan 

reformasi perpajakan dan dengan adanya peraturan menteri keuangan          

No.169/PMK.010/2015 mengenai perbandingan hutang dan modal perusahaan 

yang telah dikeluarkan pada tahun 2015 yang membuat perusahaan pada saat ini 

berhati-hati dalam mengelola hutang termasuk PTPN 4 Medan. Dari hasil 

perhitungan koefisien determinasi Kemampuan menjelaskan nilai R-Square hanya 

sebesar 15,6% dari biaya hutang ditentukan oleh peran dari variasi nilai 

penghindaran pajak. 

 

Kata kunci: Cash Effectif Tax Rate, Effectif Tax Rate dan Biaya Hutang 
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ABSTRACT 

Effect of Tax Avoidance on Debt Cost At PT Perkebunan Nusantara IV 

Medan 

Nurdilla 

Accounting  

Email: Nurdilladilla209@gmail.com   

Tax Avoidance is an effort to reduce the tax burden legally by exploiting 

loopholes in tax regulations that are still within the limits of tax provisions. The 

government and companies have different goals in taxes, where the government 

tries to maximize tax revenue while companies try to minimize the tax burden 

because the tax burden is a deduction from income. Trade of Theory illustrates 

that tax avoidance is a substitute for the cost of debt. 

The purpose of this study was to analyze and determine the effect of Tax 

Avoidance on the cost of debt at PTPN 4. This study used associative research 

with a quantitative approach. The sample in this study uses a saturated sample, 

namely PTPN 4 financial statements for the 2012-2021 period. Data collection 

techniques include documentation. Data analysis techniques used descriptive 

statistics, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and 

hypothesis testing. 

Based on the results of the study, it shows that tax avoidance as measured 

by CETR and ETR has no effect on the cost of debt, this is because the period of 

this research was carried out after the government carried out tax reform and 

with the minister of finance regulation No.169/PMK.010/2015 regarding the ratio 

of company debt and capital that was issued in 2015 which makes companies 

currently careful in anaging debt including PTPN 4 Medan. From the calculation 

of the coefficient of determination The ability to explain the R-square value of 

only 15,6% of the cost of debt is determined by the role of variations in the value 

of tax avoidance. 

 

Keywords: Cash Effective Tax Rates, Effective Tax Rates and Cost of Debt  
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BAB l 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pihak 

perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan secara global. Dalam perusahaan 

harus terus menerus melakukan perbaikan dan melakukan penyempurnaan dalam 

bidang usahanya agar tetap going corncern (Ayem & Kinait, 2021). Perusahaan 

dalam menjalankan usahanya membutuhkan dana untuk membiayai aktifitas 

perusahaan sebagai modal kerja sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat 

berjalan dengan baik. Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan 

pendanaan, dimana salah satunya adalah dengan menggunakan hutang.  

Menteri BUMN mengatakan, PTPN memiliki peningkatan utang hingga     

RP 47 triliun. Utang tersebut merupakan utang lama yang sudah menggunung. 

Pada laporan keuangan tahun 2020 tercatat total utang grup PTPN mencapai      

RP 77,80 triliun hanya meningkat tipis 0,19% dari tahun sebelumnya di angka   

RP 77,65 triliun. (http://www.cnbcindonesia.com).  

Menurut (Sintyana & Artini, 2019)  Salah satu biaya yang timbul atas sumber 

pendanaan adalah biaya hutang. Biaya hutang merupakan tingkat pengembalian 

yang diharapkan kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan           

(Fabozzi 2007) dalam (Sherly & Fitria, 2019). Terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan biaya hutang. Faktor pertama 

yakni penghindaran pajak. Salah satu alasan dipilihnya utang sebagai sumber 

http://www.cnbcindonesia.com/
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pendanaan adalah manfaat pajak. Brigham dan Houston (2011) dalam (Sherly & 

Fitria, 2019). 

Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 (3) UU Nomor 36 tahun 2008 

tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap 

penghasilan kena pajak. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi 

dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan 

guna memperoleh insentif pajak yang besar, maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan 

melakukan aktivitas tax avoidance maka akan semakin tinggi pula perusahaan 

menanggung biaya hutang (Wardani & Rumahorbo, 2018).  

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar 

(Novari & Habibah, 2022). Penerimaan Negara terbesar ini harus ditingkatkan 

secara optimal agar laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat berjalan 

dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Namun, upaya pemerintah dalam meningkatkan 

pendapatan Negara dari sisi pajak ini, dipengaruhi oleh beban pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara, namun kedua belah pihak memiliki 

kepentingan yang berbeda, dimana Negara berupaya memaksimalkan pendapatan 

pajak, sedangkan perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak, yang 

salah satu caranya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang dapat mengurangi beban pajak. (Ayem & Kinait, 2021) 
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Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia 

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 

Pada tahun 2020 target penerimaan pajak belum tercapai dimana senilai 

1.404,5 triliun dan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.285,2 triliun. Pada tahun 

2021 realisasi penerimaan pajak tercapai setelah 12 tahun (setelah tahun 2008, 

target penerimaan tidak pernah tercapai) (Setyawan, 2021). Salah satu faktor 

belum tercapainya Target penerimaan pajak yang ditetapkan dapat disebabkan 

oleh karena adanya usaha dari perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak 

melalui penghindaran pajak (Idawati & Wisudarwanto, 2021). Pajak merupakan 

beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun  wajib  pajak dengan 

sukarela membayar pajak. Namun karena pajak adalah iuran yang sifatnya 

memaksa, maka sebenarnya Negara tidak butuh kerelaan wajib pajak, yang 

dibutuhkan Negara adalah ketaatan. Wajib pajak menyerahkan iuran berupa pajak 

sebagai bentuk ketaatannya kepada Negara. (Lawita, 2022). 

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak yaitu Lembaga Tax Justice 

Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American 

Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui         

PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya Negara bisa menderita 

kerugian US$ 14 juta pertahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT telah 

mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. 

Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015.  
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Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk Royalti, ongkos dan 

layanan. (https://www.Kontan.co.id).  

Fenomena yang terjadi antara tax Avoidance dan cost of debt yaitu untuk 

menurunkan tarif pajak yang ditanggung, beberapa perusahaan di Indonesia 

banyak yang melakukan rekayasa hutang. Upaya yang dilakukan adalah dengan 

menambah jumlah hutang perusahaan sehingga biaya hutang menjadi tinggi dan 

beban pajak menjadi berkurang (www.finance.detik.com).  

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk 

meminimalisir beban pajak pada perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan 

ketentuan perpajakan yang terdapat didalam Undang-Undang peraturan 

perpajakan. Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap 

mematuhi ketentuan peraturan  perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian 

dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur 

dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan penghindaran pajak ini bersifat 

legal (Darussalam, 2017).  

Pada tahun 2012-2017 UU HPP yang mengatur tata cara perpajakan 

menetapkan bahwa pajak penghasilan badan adalah 25% dari penghasilan laba 

fiskal yang dimana laba fiskal tersebut adalah laba sebelum pajak ditambah 

koreksi positif dan dikurangi koreksi negatif, jika perhitungan penghindaran pajak 

< 25% maka manajemen laba yang dilakukan baik namun sebaliknya jika >25% 

maka rendah dalam melakukan penghindaran pajak. Tetapi pada tahun 2018 

sampai sekarang UU HPP melakukan perubahan dan menetapkan bahwa pajak 

penghasilan badan turun menjadi 22%. Jika perhitungan penghindaran pajak        

< 22% maka baik dan begitupun sebaliknya.  

https://www.kontan.co.id/
http://www.finance.detik.com/
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Untuk mengukur tax Avoidance ada berbagai macam rasio yang dapat 

digunakan. Menurut Hanlon Heitzman (2010) dalam (Fabriana, 2017) terdapat 12 

macam cara untuk mengukur tax Avoidance, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan rasio effective tax rates  ( ETR) dan Cash Effective tax rates 

(CETR) dalam mengukur tax Avoidance disebabkan karena ukuran ini seringkali 

digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan dan 

sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. ETR menggambarkan 

persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh 

total laba sebelum pajak. Sedangkan CETR dapat mengidentifikasi keagresifan 

perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap 

maupun perbedaan kontemporer (Hanlon & Heitzman, 2010) dalam (Astuti & 

Aryani, 2017).  

PT perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan 

komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, 

kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas 

menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan 

kegiatan pendukung lainnya. Peneliti dalam melakukan analisis sementara dari 

laporan keuangan PTPN IV, bahwa beban pajak cenderung mengalami 

peningkatan dan biaya hutang juga mengalami peningkatan di beberapa tahun 

pada laporan keuangan PTPN IV.  

Berikut ini adalah data keuangan PTPN IV dari tahun 2012-2021, biaya 

hutang dan tax Avoidance yang diukur menggunakan ETR dan CETR. 
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Tabel 1. 1 Data Penghindaran Pajak dan Biaya Hutang 

Tahun 
TA 

BH 
CETR ETR 

2012 0,77 0,30 0,14 

2013 1,03 0,36 0,17 

2014 0,67 0,31 0,10 

2015 1,74 0,06 0,18 

2016 0,47 0,33 0,18 

2017 0,34 0,29 0,24 

2018 0,47 0,39 0,18 

2019 0,97 0,61 0,27 

2020 0,51 0,41 0,35 

2021 0,26 0,28 0,28 

   Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

Dari data diatas nilai penghindaran pajak yang diukur dengan ETR dan 

CETR pada tahun 2012-2017 mengalami penurunan yaitu  >25%. Menurut 

(Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008) dalam (Ritonga, 2020) semakin tinggi 

tingkat persentase CETR atau ETR yaitu sebesar 25% mengindikasikan bahwa 

semakin rendah tingkat penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah nilai 

persentase CETR atau ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Dan 

pada tahun 2018-2021 juga >22% . Dalam hal ini artinya perusahaan semakin 

rendah melakukan tingkat penghindaran pajak yang dihitung menggunakan CETR 

dan ETR yang diikuti oleh peningkatan biaya hutang. menurut (Aurelia & Leon, 

2022) bahwa semakin tinggi penghindaran pajak maka semakin rendah biaya 

utangnya, begitupun sebaliknya. 

Sementara itu, pada tahun 2015 terdapat tingkat penghindaran pajak yang 

tinggi yang dihitung menggunakan ETR. tetapi jika dihitung menggunakan CETR 

penghindaran pajak mengalami penurunan dan biaya hutang mengalami 

peningkatan. 
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Menurut (Abdussaid, Kirana, & Munasiron, 2021) teori trade off memiliki 

keterkaitan dengan penghindaran pajak, yang dimana penggunaan hutang yang 

optimal dapat memberikan manfaat pajak sehingga perusahaan dapat mengurangi 

beban pajaknya. Akan tetapi, perusahaan juga akan menghadapi kebangkrutan 

apabila perusahaan tidak mampu membayar hutang beserta bunganya.  

Trade Of Theory menggambarkan bahwa penghindaran pajak adalah substitusi 

atau pengganti dari penggunaan hutang. Artinya jika perusahaan tidak 

menggunakan dana hutang maka pajak perusahaan tinggi (Lim 2011) dan 

Kholbadav 2012) dalam ( Setya Dewi, 2020). 

Penelitian tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang sudah 

beberapa kali dilakukan. Namun, hasil yang didapatkan berbeda-beda. Penelitian 

yang dilakukan (Abdussaid, Kirana, & Munasiron, 2021) bahwa Tax Avoidance 

berpengaruh negatif terhadap Cost of debt, yang artinya semakin tinggi tingkat 

Tax avoidance yang dilakukan maka semakin rendah pula cost of debt yang 

ditanggung perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani 

& Armin, 2022) bahwa tax Avoidance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

cost of debt. Dan penelitian yang dilakukan (Idawati & Wisudarwanto, 2021) 

bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap biaya hutang pada 

perusahaan properti. 

Berdasarkan latar belakang inilah yang menyebabkan penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH TAX AVOIDANCE 

TERHADAP BIAYA HUTANG PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 

IV. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka Identifikasi masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya tingkat penghindaran pajak yang diukur dengan cash effective 

tax ratio dan effectif tax ratio yaitu >25%  pada tahun 2012-2017 yang 

diikuti oleh peningkatan biaya hutang dibeberapa tahun pada PT 

Perkebunan Nusantara IV 

2. Rendahnya tingkat penghindaran pajak yang diukur dengan cash effective 

tax ratio dan effectif tax ratio yaitu >22%  pada tahun 2018-2021 yang 

diikuti oleh peningkatan biaya hutang dibeberapa tahun pada PT 

Perkebunan Nusantara IV 

3. Tingginya tingkat penghindaran pajak pada tahun 2015 yang diukur 

menggunakan ETR tetapi jika diukur menggunakan CETR mengalami 

penurunan penghindaran pajak dan biaya hutang mengalami peningkatan. 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun untuk memperjelas arah penelitian maka penelitian ini dibatasi 

dengan Tax Avoidance yang diukur dengan effectif tax rate (ETR) dan Cash 

Effective rate (CETR) disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai 

proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan dan sesuai dengan 

peraturan perpajakan di Indonesia. Biaya hutang diukur dengan cost of debt 

(COD). Objek penelitian ini adalah PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan 

subjeknya adalah laporan keuangan periode 10 tahun mulai dari tahun 2012-2021. 
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1.4  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang 

muncul adalah sebagai berikut 

1. Apakah tax Avoidance yang diukur menggunakan CETR berpengaruh 

terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV? 

2. Apakah tax avoidance yang diukur menggunakan ETR berpengaruh 

terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV? 

3. Apakah tax avoidance yang diukur menggunakan CETR dan ETR 

berpengaruh terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV? 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tax avoidance yang diukur 

menggunakan CETR terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan 

Nusantara IV 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tax avoidance yang diukur 

menggunakan ETR terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan Nusantara 

IV 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tax avoidance yang diukur 

menggunakan CETR dan ETR terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan 

Nusantara IV 

1.6  Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan serta manfaat yang dapat diberikan dari penellitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu 

perpajakan, manajemen keuangan dan memperdalam pengetahuan 

khususnya untuk penghindaran pajak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi PT Perkebunan Nusantara IV 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi dan 

sumbangan pemikiran untuk pengambilan keputusan pendanaan sebagai 

pelaksanaan kegiatan operasional, bagaimana perusahaan tersebut dapat 

mengoptimalkan hutangnya sehingga terhindar dari resiko kebangkrutan. 

b. Bagi Pemerintah  

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

khususnya pembuat kebijakan peraturan perpajakan. Bagaimana upaya 

pemerintah untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk melakukan 

penelitian dengan pembahasan yang sama pada masa yang akan datang. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Hutang 

2.1.1.1 Pengertian Hutang 

  Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. 

hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditur Menurut Munawir (2010) 

dalam (Sari, Suryani, & Sabrina, 2021). 

Menurut (simangunsong, Panjaitan, Hasugian, Sinaga, & 

Hutahaean, 2019) hutang adalah kewajiban yang harus ditanggung 

perusahaan akibat pinjaman atau menerima dana eksternal yang sesuai 

periode jatuh temponya 

  Menurut (Apdau, Sutriyadi, & Nasril, 2021) utang merupakan 

sumber modal atau dana perusahaan untuk membiayai perusahaan agar 

dapat terus mengembangkan usahanya dan membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik 

melalui maksimalisasi laba. 

Menurut FASB dalam SFAC No 6, hutang adalah pengorbanan 

manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang mendatang yang 

mungkin timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk 
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menyerahkan aktiva atau memberikan ke entitas lain di masa 

mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan 

kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan 

sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. 

2.1.1.2 Jenis –Jenis Hutang 

  Klasifikasi utang menurut (Apdau, Sutriyadi, & Nasril, 2021)  

1. Utang jangka Pendek  

Entitas mengklasifikasi utang jangka pendek jika [PSAK 1(Revisi 

2020)]. 

a. Utang diharapkan akan terselesaikan dalam siklus operasi 

normalnya. 

b. Utang yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan (misalnya 

instrument deviratif). 

c. Utang tersebut jatuh tempo untuk diselesaiakn dalam jangka 

waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. 

d. Entitas tidak dimiliki hak tanpa syarat untuk menunda 

penyelesaian utang selama sekurang-kurangnya dua belas bulan 

setelah periode berjalan. 

Jenis Utang Jangka Pendek: 

a. Utang dagang 

b. Utang wesel 

c. Utang pajak 
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d. Biaya yang masih harus dibayar 

e. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo 

f. Penghasilan yang diterima dimuka 

2. Utang jangka menengah 

Utang jangka menengah merupakan utang yang memiliki jangka 

waktu lama lebih dari utang jangka pendek dan lebih singkat dari 

utang jangka panjang. 

3. Utang Jangka Panjang 

Utang jangka panjang artinya perusahaan dapat melakukan ekspansi 

atau mengembangkan usahanya, perusahaan membutuhkan modal 

yang cukup besar untuk melakukan ekspansi dan membutuhkan 

waktu yang lama untuk mengembalikan dana dari hasil 

ekspansinya. 

Jenis Utang Jangka Panjang: 

a. Utang wesel jangka panjang 

b. Utang obligasi 

c. Utang hipotek 

2.1.2 Biaya Hutang 

2.1.2.1 Pengertian Biaya Hutang 

Menurut (Aryani & Armin, 2022) Cost Of Debt adalah suku bunga 

efektif yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan terhadap pinjaman 

dari lembaga keuangan maupun perseorangan. 
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Menurut Sugiono (2018) dalam (Idawati & Wisudarwanto, 2020) 

beban hutang adalah biaya hutang yang berasal dari pinjaman adalah 

merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan. 

Menurut Ross et al (2016, hlm.489) dalam (Utama, Kirana, & 

Sitanggang, 2019) merupakan pengembalian yang diharapkan oleh 

pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru, atau secara 

sederhana biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan atas pinjaman baru. 

Menurut (Novari & Habibah, 2022) biaya hutang adalah beban 

bunga yang harus ditangggung perusahaan sebagai akibat karena telah 

meminjam uang dan sebagai imbalan kepada kreditur yang telah 

memberikan pinjaman bunga. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

hutang adalah tingkat bunga yang diberikan sebagai syarat dari pihak 

kreditur untuk tingkat pengembalian atas hutang yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

2.1.2.2 Fungsi Biaya Hutang 

Menurut (Utama, Kirana, & Sitanggang, 2019) didalam 

pengelolaan sumber pendanaan perusahaan memiliki berbagai 

alternatif, salah satunya melakukan pinjaman dari kreditur.  

Perusahaan yang menggunakan hutang dinilai memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan 

hutang. Hutang akan mendatangkan biaya hutang yang dapat digunakan 
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sebagai Tax Shield berupa pengurangan pajak yang akan berdampak 

pada peningkatan nilai perusahaan. 

Balancing Theory menyatakan bahwa keputusan untuk menambah 

hutang tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak 

positif karena perusahaan harus berupaya menyeimbangkan manfaat 

dengan biaya yang ditimbulkan akibat hutang. Hal ini disebabkan 

karena dalam keadaan pasar sempurna dan ada pajak, umumnya bunga 

yang dibayarkan akibat penggunaan hutang dapat dipergunakan untuk 

mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian 

apabila terdapat dua perusahaan dengan laba operasi yang sama, tetapi 

perusahaan yang satu menggunakan hutang dan membayar bunga 

sedangkan perusahaan yang lain tidak, maka perusahaan yang 

membayar bunga akan membayar pajak penghasilan yang lebih kecil, 

sehingga menghemat pendanaan. 

2.1.2.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Biaya Hutang 

Menurut (Novari & Habibah, 2022). Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi biaya hutang antara lain: 

1. Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak yaitu cara mengurangi pajak secara legal 

sesuai peraturan yang berlaku dengan mencari celah kelemahan 

hukum pajak dan memanfaatkan deductible expense atau 

semacam penggunaan hutang/biaya bunga. 
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2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan dalam 

memonitoring manajemen sehingga dapat mengurangi sikap 

manajemen dalam mencari kepentingan pribadinya. 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yaitu suatu skala yang berfungsi untuk 

mengelompokkan ukuran entitas perusahaan. 

2.1.2.4 Pengukuran Biaya Hutang 

 Menurut Pittman dan Fortin (2004) dalam (Karo-Karo & 

Lumbangaol, 2022) pengukuran yang digunakan dalam variabel cost of 

debt dihitung dari besarnya beban bunga perusahaan dalam satu periode 

dibagi dengan jumlah pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang 

menghasilkan bunga pinjaman selama tahun tersebut.  

 COD=
Beban Bunga

Rata−rata hutang jangka pendek+rata rata hutang jangka panjang
 

2.1.3 Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Pajak 

 Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum 

pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Undang-undang 

Republik Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 “ Pajak adalah 

kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 
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atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Menurut (Hanum, 2017) pajak merupakan penerimaan terpenting 

bagi Negara untuk membiayai pembangunan di Negara ini, disamping 

penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk 

meningkatkan penerimaan dari dari sektor pajak dengan melakukan 

berbagai tindakan seperti ekstensifikasi pajak, sosialisasi peraturan 

perpajakan dan lain sebagainya. 

 Menurut (Marpaung & Malau, 2020) pajak adalah kewajiban dari 

pribadi atau badan yang harus dibayar berupa iuran kepada Negara yang 

bersifat memaksa dengan tidak adanya hubungan timbal balik yang 

dilakukan secara langsung yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan 

tertulis undang-undang. 

Menurut (Abdullah, 2020) pajak meruapakan pendapatan Negara 

yang utama yang harus dipenuhi oleh orang pribadi dan pajak badan, 

akan tetapi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi 

laba. 

 Menurut (Ritonga, 2017) pajak adalah beban perusahaan menurut 

undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang 

memperoleh penghasilan kena pajak. 

2.1.3.2 Unsur dan Fungsi Pajak 

Menurut (Nusa, 2019) terdapat enam unsur dalam pajak yaitu: 

a. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi 
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b. Bersifat memaksa: jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa 

c. Berdasarkan undang-undang: tiap pungutan harus ada aturan yang 

mendukung 

d. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung 

dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain. 

e. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. 

f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin. 

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam angka 

penyelenggaraan Negara yang tertuang dalam APBN dan APBD, 

baik bersifat pembiayaan rutin, maupun pembiayaan tidak rutin. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Fungsi ini menitikberatkan pada pengeluaran dan diperuntukkan 

pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial 

yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

c. Fungsi Pendistribusian pendapatan (Redistribusi) 

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat 

sejahtera 
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d. Fungsi Stabilitas 

Fungsi ini menitik beratkan pada upaya untuk kestabilan suatu 

Negara. 

2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak 

 Dalam melaksanakan pemungutan pajak, semua harus mengikuti 

sistem atau proses yang telah ditetapkan agar tata cara dan ketentuan 

perpajakan yang ada dapat berjalan dengan teratur. 

Sumarsan (2012: 14) dalam (Nusa, 2019) menyatakan bahwa sistem 

pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

a. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

pemerintah 

b) Wajib pajak (WP) yang bersifat pasif 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

(SKP) oleh pemerintah. 

b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang uuntuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada wajib pajak sendiri. 
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b) Wajib pajak aktif, mulai dan menghitung, memperhitungkan 

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus/pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.1.3.4 Pengelompokan Dan Asas Pemungutan Pajak 

Menurut waluyo (2010:13) dalam (Nusa, 2019) menyatakan bahwa 

ada beberapa pengelompokan pajak dalam perpajakan, yaitu pajak 

menurut sifatnya dan pajak menurut lembaga pemungutannya yang 

masing-masing diuraikan sebagai berikut: 

a. Pajak menurut golongannya terbagi atas 2 yaiu: 

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Contoh: pajak penghasilan 

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: pajak pertambahan nilai. 
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b. Menurut sifatnya terbagi atas 2 yaitu: 

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: pajak penghasilan (PPh). 

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas 

barang mewah (PPnBM) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). 

c. Menurut lembaga pemungutnya terbagi atas 2 bagian yaitu: 

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai 

(PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak 

bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan dan pertambangan 

(PBB-P3), dan bea materai. 

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

daerah terdiri atas pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Contohnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, dan pajak penerangan jalan. Pajak bumi dan bangunan 

(PBB-P2) serta perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB). 

Menurut Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya “wealth of 

nations” dalam (Nusa, 2019) menyatakan terdapat beberapa asas 

pungutan pajak sebagai berikut: 
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a. Asas Equity, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara 

seimbang sesuai dengan kemampuan. 

b. Asas certainty, yaitu pungutan pajak harus jelas yaitu menekankan 

pada aspek hukum dan sesuai undang-undang. 

c. Asas Conveinience of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat 

yang paling tepat untuk membayar pajak artinya bahwa pembayaran 

pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan. 

d. Asas Efisiensi, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara 

hematnya. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak 

harus lebih kecil dari hasil pajak yang diterima oleh pihak fiskus. 

2.1.3.5 Teori Pajak 

Menurut (Nusa, 2019) teori yang menyatakan keadilan adalah 

sebagai berikut: 

a. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menekankan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan 

beban hidup seseorang. Yaitu unsur objektif  seperti besarnya 

penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang. Dan unsur 

subjektif yaitu segala kebutuhan terutama materi dengan 

memperhatikan besar kecilnya tanggungan keluarga. 

b. Teori Gaya Beli 

Teori ini menekankan bahwa penyelnggaraan kepentingan 

masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan 

pajak dan bukan kepentingan individu maupun Negara. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila masyarakat mampu untuk membeli 
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barang tertentu yang memiliki unsur pajak tinggi, maka berarti 

orang tersebut harus membayar pajak lebih tinggi. 

c. Teori Asuransi  

Teori ini menekankan pada tugas Negara untuk melindungi warga 

Negara dengan segala kepentingannya yaitu keselamatan dan 

keamanan jiwa dan harta benda. 

Teori ini yang menentang sebagai akibat pembayaran pajak tidak 

dapat disamakan dengan pembayaran premi dengan alasan bahwa: 

a) Apabila timbul suatu kerugian, maka tidak ada pengganti dari 

Negara. 

b) Antara pembayaran dan jasa perlindungan tidak memiliki 

hubungan langsung. 

d. Teori Kepentingan 

Teori ini menekankan pada pembebanan pajak seseorang harus 

didasarkan pada kepentingan masig-masing terhadap tugas Negara. 

Semakin besar kepentingan seseorang pada Negara semakin tinggi 

pajak yang harus dibayar wajib pajak. 

e. Teori Bakti  

Teori ini menekankan bahwa setiap warga Negara wajib membayar 

pajak sebagai tanda bakti kepada Negara tanpa memandang warga 

Negara itu mampu atau tidak mampu membayar pajak. 
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2.1.4 Tax Planning 

2.1.4.1 Pengertian Tax Planning 

 Menurut (Ritonga, 2020) Tax Planning merupakan bagian dari 

fungsi manajemen yang bukan sekedar mengatur pajak yang harus 

dibayar namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi 

aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda 

pajak dikemudian hari. 

Menurut (Matondang & Saragih, 2022) Tax Planning merupakan 

upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak 

yang harus dibayar tidak terlalu tinggi. 

Menurut (Adiman & Rizkina, 2020) Tax Planning adalah upaya 

untuk meminimumkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan 

cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan 

pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan. 

Menurut (Januri & Hanum, 2022) Tax Planning adalah suatu 

kemampuan yang dimiiki oleh wajib pajak untuk mengatur kegiatan 

keuangan agar diperoleh pengeluaran (beban) pajak yang minimal.  

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Tax Planning adalah suatu upaya perusahaan untuk dapat mengurangi 

beban pajak terutang dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. 

2.1.4.2 Strategi Umum Tax Planning 

 Menurut (Ritonga, 2017) strategi umum dalam perencanaan pajak 

adalah: 
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a. Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui 

pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih 

rendah 

b. Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan 

merupakan objek pajak. 

c. Menunda pembayaran kewajiban pajak 

d. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 

2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Penerapan Tax Planning 

 Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan 

pajak yang baik adalah (Chairil:2013) dalam (Adiman & Rizkina, 

2020): 

1. meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus 

diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-

usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang 

lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. 

2. Memaksimalkan laba setelah pajak  

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (Tax Surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak oleh fiskus. 

4. Memnuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan 

efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain 

meliputi: 
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a) mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 

pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti 

bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurunganatau penjara. 

b) melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang 

perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, 

dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutanpajak 

(PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23). 

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak 

yang dilakukan secara cermat: 

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur 

biaya dapat dikurangi. 

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas 

untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan 

dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 

2.1.5 Tax Avoidance 

2.1.5.1 Pengertian Tax Avoidance 

Menurut (Arianti, 2019)  penghindaran pajak atau Tax Avoidance 

adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan 

setelah pajak. Tax Avoidance merupakan cara untuk mengurangi pajak 

yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada 

melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang 

ada. 
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Menurut (Pramukty, Hidayat, Arigawati, & Meutia, 2021) Tax 

Avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada didalam 

bingkai perundang-undangan perpajakan. 

Menurut (Falbo & Firmansyah, 2018) penghindaran pajak 

merupakan tindakan yang masih diperbolehkan dalam aturan 

perpajakan yang berlaku. 

Menurut (Puspita & Febrianti, 2017) penghindaran pajak adalah 

rekayasa Tax Affairs yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan 

perpajakan (lawful). 

Menurut (Jasmine, 2017) penghindaran pajak merupakan usaha 

untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini 

memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya 

reputasi perusahaan dimata publik. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah suatu usaha pengurangan 

beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dari 

peraturan perpajakan yang masih didalam batas ketentuan perpajakan. 

Tujuan penghindaran pajak ialah untuk merekayasa usaha wajib 

pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan 

memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk 

memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak 

merupakan unsur pengurang laba. Oleh karena itu, penghindaran pajak 

bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan 

atau secara tidak etik di anggap salah dalam rangka usaha wajib pajak 
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untuk mengurangi, menghindari, meminimkan, atau meringankan beban 

pajak yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. 

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peghindaran Pajak 

Menurut (Moeljono, 2020) Faktor- faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak adalah sebagai berikut: 

1. Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan 

dengan dukungan keseluruhan asset perusahaan. semakin tinggi laba 

yang diraih perusahaan semakin tinggi pula beban pajak yang harus 

dibayarkan. Dengan demikian perusahaan akan mencari cara agar 

keuntungan yang diperoleh tidak semakin berkurang. Salah satu 

cara agar laba perusahaan tidak berkurang adalah dengan 

melakukan penghindaran pajak. 

2. Leverage 

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar asset 

perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Semakin tinggi rasio 

menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang 

digunakan perusahaan untuk investasi pada asset guna 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. hubungan antara 

leverage dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan 

menggunakan pendanaan dari luar (hutang) dengan tujuan untuk 

mencapai struktur modal yang optimal. 
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3. Ukuran Perusahaan 

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, 

dimana perusahaan yang memiliki asset besar pasti akan 

mengeluarkan beban besar pula, salah satunya beban pajak. 

Perusahaan akan menekan semua beban dengan tujuan untuk 

efisiensi keuangan. 

4. Kompensasi Kerugian Fiskal 

Kompensasi Kerugian Fiskal merupakan celah pada UU 

No.36/2008, pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa 

perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi 

diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. 

5. Kepemilikan Institusi 

Waluyo dkk (2015) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan 

institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, 

dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan 

memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. 

6. Resiko Perusahaan  

Pengaruh resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah 

apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani 

mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala 

aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. 

dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga 

beban pajak akan berkurang. 
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2.1.5.3 Pengukuran Penghindaran Pajak 

 Ada beberapa alat ukur dalam mendeteksi penghindaran pajak . 

Salah satu indikator alat ukur penghindaran pajak yang sering 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. GAAP effective Tax Rate (GAAP ETR) 

ETR adalah Effective Tax Rate berdasarkan pelaporan akuntansi 

keuangan yang berlaku. Pengukuran ini mengacu pada pengukuran 

yang dilakukan oleh (Karo-Karo & Lumbangaol, 2022). GAAP 

ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan 

yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. 

ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan 

tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Selain itu, 

penelitian pajak menggunakan GAAP ETR telah merangkum 

penghindaran pajak dan menunjukkan sebagai ukuran yang paling 

sering digunakan oleh para peneliti akademik. 

Berikut ini adalah rumus ETR: 

ETR =
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

2. Cash Effective Tax Rate 

Cash Effective Tax Rate merupakan tarif pajak efektif yang 

membandingkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan 

pada tahun berjalan. Alat ukur ini juga sering digunakan oleh 

peneliti untuk meneliti penghindaran pajak salah satunya adalah 

(Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008) karena tidak terpengaruh pada 
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perubahan estimasi seperti penyisipan, penghakiman atau 

perlindungan pajak.  

Berikut ini adalah rumus CETR: 

CETR =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Alat ukur penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  GAAP ETR dan CETR karena tujuan dari alat ukur ETR adalah 

untuk melihat jumlah persentase total beban pajak dari laba sebelum 

pajak. Sedangkan CETR digunakan karena dianggap dapat 

mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang 

dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan 

kontemporer. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan 

lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Sedangkan Cash ETR 

adalah mengakomodasikan jumlah kas yang dibayarkan saat ini oleh 

perusahaan (Astuti & Aryani, 2017). 

2.2  Kerangka Berpikir Konseptual 

 Menurut (Arianti, 2019)  penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan 

tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Tax Avoidance merupakan cara 

untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan 

yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang 

ada. 

Menurut (Utama, Kirana, & Sitanggang, 2019) Penghindaran pajak 

merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran 

pajak menggunakan hutang, dan secara hukum diperbolehkan. trade of theory 
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memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, yang dimana penggunaan 

hutang yang optimal dapat memberikan manfaat pajak sehingga perusahaan dapat 

mengurangi beban pajaknya. Trade Of Theory menggambarkan bahwa 

penghindaran pajak adalah substitusi atau pengganti dari penggunaan hutang. 

Perusahaan yang melakukan Tax Avoidance akan menghasilkan laba yang 

maksimal sehingga untuk menjalankan kegiatan usahanya, manajemen perusahaan 

akan sedikit menggunakan peminjaman modal kepada pihak eksternal. 

Perusahaan yang melakukan Tax Avoidance akan mengurangi penggunaan 

hutang. Sehingga akan meningkatkan Financial slack, mengurangi biaya dan 

resiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi 

biaya hutang (Pramukty, Hidayat, Arigawati, & Meutia, 2021).  

Penelitian ini mengukur Tax Avoidance dengan ETR dan CETR. Karena 

tujuan dari alat ukur ETR adalah untuk melihat beban pajak yang dibayarkan 

dalam tahun berjalan. Sedangkan CETR digunakan karena dianggap dapat 

mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan 

menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan kontemporer. 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Abdussaid, Kirana, & 

Munasiron, 2021) menyatakan bahwa Tax Avoidance yang diproksikan melalui 

CETR berpengaruh negatif terhadap Cost of debt, yang artinya semakin tinggi 

tingkat Tax avoidance maka semakin rendah pula cost of debt yang ditanggung 

perusahaan sementara penelitian yang dilakukan oleh (Arianti, 2019) menyatakan 

bahwa tax Avoidance yang diproksikan melalui ETR berpengaruh signifikan 

terhadap cost of debt.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis bahwa 

penghindaran pajak berhubungan terhadap biaya hutang. Adapun kerangka 

konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

        

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual 

2.3  Hipotesis 

Dari kerangka konseptual yang dijelaskan diatas maka dapat dibuat hipotesis 

yang dilakukan oleh peneliti, hipotesis penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

1.  Tax Avoidance yang diukur menggunakan CETR berpengaruh terhadap 

Biaya Hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV 

2.  Tax Avoidance yang diukur menggunakan ETR berpengaruh terhadap 

Biaya Hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV 

3.  Tax Avoidance yang diukur menggunakan CETR dan ETR berpengaruh 

terhadap Biaya Hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV 

 

CETR 

Biaya Hutang 

ETR 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian asosiatif kuantitatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat variabel yang 

akan diteliti dan data yang ditampilkan berupa angka dan dianalisis menggunakan 

analisis statistik. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh 

penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR dan ETR terhadap biaya 

hutang yang diukur dengan COD (Cost Of Debt). 

3.2  Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

3.2.1 Variabel Dependen (Y) 

biaya hutang adalah tingkat bunga yang diberikan sebagai syarat dari 

pihak kreditur untuk tingkat pengembalian atas hutang yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Menurut Pittman dan Fortin (2004) dalam (Karo-Karo & Lumbangaol, 

2022) pengukuran yang digunakan dalam variabel cost of debt dihitung dari 

besarnya beban bunga perusahaan dalam satu periode dibagi dengan jumlah 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang menghasilkan bunga 

pinjaman selama tahun tersebut.  

 COD=
Beban Bunga

Rata−rata hutang jangka pendek+rata rata hutang jangka panjang
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3.2.2 Variabel Independen (X) 

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah suatu usaha pengurangan 

beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan 

perpajakan yang masih didalam batas ketentuan perpajakan. 

Alat ukur penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

GAAP ETR dan CETR. Maka Variabel Independen dalam penelitian ini ada 

dua yaitu: 

 CETR (X1) mempunyai rumus sebagai berikut: 

CETR =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

ETR (X2) mempunyai rumus sebagai berikut:  

ETR =
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel 
No Variabel Indikator Skala 

1 Penghindaran Pajak 

(Variabel Independen) 

CETR =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

ETR =
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Rasio 

2 Biaya Hutang 

 (Variabel Dependen) 

COD=
Beban Bunga

rata−rata htg jangka pdk & pjg
 Rasio 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor direksi PT Perkebunan Nusantara IV 

yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No.2 Medan. Dan mengakses Annual 

Report dari Website PTPN 4. 
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3.3.2 Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari Januari 2023 sampai Juni 2023. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. 2 Rencana Waktu Penelitian 

Jadwal 

kegiatan  

Januari-Juni 2023 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 
Judul                                                 

Pembuatan 
Proposan                                                 

Bimbingan 
Proposal                                                 

Seminar 
Proposal                                                 

Pengumpul
an Data                                                 

Bimbingan 
Skripsi                                                 

Sidang 
Meja Hijau                                                 

3.4  Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 Menurut (Sugiyono, 2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. 

3.4.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2018) sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil. Jadi sampel pada penelitian ini adalah seluruh anggota 
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populasi yaitu seluruh laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan Periode 2012-2021. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

        Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu 

dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa 

catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan 

PT Perkebunan Nusantara IV dan untuk memperoleh laporan keuangan yang 

dibutuhkan, Melalui website PTPN 4. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Pengolahan data tidak diolah secara manual, namun 

menggunakan Software statistic SPSS 25. 

3.6.1 Statistik Deskripstif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 

sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam 

penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari 

semua variabel. 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Menurut (Sugiyono, 2018) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah peneitian, dimana rumusan masalah 

peneitian teah dinyatakan daam bentuk kalimat pertanyaan diaktan sementara 
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karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

antara variabel yang diteliti yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. 

a. Uji t 

   Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independe. Adapun kriteria pengujian untuk uji t sebagai berikut: 

1. Terima Ha tolak H0 jika nilai sig < 0,05 atau thitung > ttabel maka 

terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

2. Tolak Ha terma H0 jika nilai sig > 0,05 atau thitung < ttabel  maka 

tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

b. Uji F 

    Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Adapun kriteria pengujian 

uji F sebagai berikut: 

1. Terima Ha Tolak H0 jika nilai sig < 0,05 atau Fhitung > Ftabel maka 

terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y 

2. Tolak Ha terima H0 jika nilai sig > 0,05 atau Fhitung < Ftabel  maka 

tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap 

variabel Y 
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3.6.3 Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

menggunakan metode regresi linier berganda dengan rumus: 

                     

 

Keterangan: 

Y = Biaya Hutang 

α = Konstanta 

β1 β2 = Koefisien Regresi 

X1 = CETR 

X2 = ETR 

e = Eror 

        Sebelum melakukan uji regresi berganda dilakukan uji persyaratan 

regresi yang disebut dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik regresi 

berganda bertujuan “untuk melihat apakah dalam model regresi yang 

digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik. Jika model adalah 

model yang baik, maka hasil analisis layak dijadikan sebagai rekomendasi 

untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis.” (Juliandi 

et al., 2015). Adapun syarat yang dilakukan untuk dalam pengujian regresi 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi. 

  

Y= α + β1X1 + β2X2 + e 
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1. Uji Normalitas Data 

      Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

data telah memenuhi persyaratan distribusi normal dan apakah residual 

dalam model regresi sudah terdistribusi normal. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Uji Kolmogrov Smirnov  

(K-S). 

     Dasar pengambilan keputusan pada uji K-S ini adalah sebagai berikut: 

1) Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 (α = 5%, tingkat segnifikan) maka data 

berdistribusi normal. 

2) Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 (α = 5%, tingkat signifikan) maka data 

berdistribusi tidak normal. 

Cara lain untuk mendeteksi uji normalitas yaitu dengan analisis grafik. 

Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal. Metode 

yang lebih handal adalah dengan melihat normal Probability Plot yang 

membandingkan distribusi komulatif dari distribusi normal. Jika distribusi 

data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018). 

2. Uji multikolinearitas  

      Masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan 

persamaan regresi berganda adalah multikolinearitas, yaitu suatu keadaan 

yang variabel bebasnya berkolerasi dengan variabel bebas lainnya atau 

suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. 

Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance value atau nilai 
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variance inflation factor (VIF). Menurut (Ghozali, 2018) tidak terjadi 

gejala mulkolinearitas, jika nilai Tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10,00. 

3. Uji Autokorelasi 

      Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi diantara 

anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu 

(apabila datanya time series) atau korelasi antara tempat berdekatan 

(apabila cross). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan 

uji Durbin-Watson (D-W).  

Tabel 3. 3 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi posistif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada 

keputusan  

dl < d < du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada 

keputusan 

4-du < d < 4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4-du 

      Sumber:(Ghozali 2018) 

      Uji autokorelasi juga dapat dilakukan melalui Run Test. Uji ini 

merupakan  dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk 

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan 

keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp.sig (2-tailed) uji Run 

Test. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Uji 
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Run Test akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi 

masalah pada Durbin Watson yaitu nilai d terletak antara dL dan dU atau 

diantara dU dan dL yang akan menyebabkan tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika 

menggunakan DW Test (Ghozali, 2018). 

4. Uji Heteroskedastisitas 

      Uji Hetroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas antara lain: metode grafik, park glejser, rank spearman 

dan barlett. 

     Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi –Y sesungguhnya) yang terletak di Studentized ketentuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka 

mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.6.4 Koefisien Determinasi (R-Square) 

         Koefisien determinasi (R-Square) digunakan dalam penelitian ini untuk 

melihat bagaimana variasi terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas 

yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Nilai koefisien 

determinasi (R2) yaitu antara nol dan satu. Jika nilai R2 kurang dari satu maka 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Sedangkan jika nilai R2 mendekati satu maka variabel independen 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen (Ghozali, 2018). 

       Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini diukur menggunakan r 

Square dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

lebih dari satu. R Square dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi variabel independen. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak pada 

bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan 

pengolahan komoditas kelapa sawit dan the yang mencakup pengolahan areal 

dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, 

pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran 

komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV 

memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya kelapa sawit dan 1 unit 

usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, 

serta 1 unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir) yang menyebar di 9 

Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, 

Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan 

Mandailing Nata. 

Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 16 unit pabrik kelapa sawit 

(PKS) dengan kapasitas tota 635 Ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 2 

unit pabrik teh dengan kapasitas total 155 Ton Daun Teh Basah (DTB) 

perhari, dan 2 unit pabrik pengolahan inti sawit dengan kapasitas 405 ton 

perhari. 
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4.1.2 Deskripsi Data  

Berikut ini adalah data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

4.1.2.1 Tax Avoidance 

Tax Avoidance adalah suatu usaha pengurangan beban pajak secara 

legal dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan yang 

masih didalam batas ketentuan perpajakan. 

Pada penelitian menggunakan dua pengukuran dalam mengukur 

Tax Avoidance yaitu CETR dan ETR. Berikut rumus untuk pengukuran 

CETR dan ETR. 

CETR =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

ETR =
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Tabel 4. 1 Data CETR 

No        Tahun 
Pembayaran 

Pajak 
Laba Sebelum 

Pajak 
CETR 

1 2012 765.382.275.981 994.828.422.635 0,77 

2 2013 694.647.706.502 675.436.080.581 1,03 

3 2014 807.168.913.255 1.238.178.002.647 0,67 

4 2015 743.766.010.252 426.818.121.538 1,74 

5 2016 370.128.065.856 794.351.975.266 0,47 

6 2017 359.483.916.394 1.050.551.647.622 0,34 

7 2018 375.851.816.256 790.591.301.882 0,47 

8 2019 292.912.698.104 301.273.048.420 0,97 

9 2020 473.177.241.190 935.969.933.118 0,51 

10 2021 752.815.775.647 2.939.805.332.901 0,26 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai CETR cenderung 

meningkat yaitu >25% yang mengidentifikasi bahwa tingkat 

penghindaran pajak yang rendah. Pada tahun 2012 nilai CETR 0,77 dan 
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mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 1, 03 kemudian 

mengalami penurunan ditahun 2014 sebesar 0,67 dan pada tahun 2015 

kembali meningkat yaitu sebesar 1,74. Terjadi penurunan pada tahun 

2016 dan 2017 yaitu sebesar 0,47 dan 0,34 kemudian kembali 

mengalami peningkatan ditahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 

meningkat yaitu sebesar 0,97 dan mengaami penurunan pada tahun 

2020 dan 2021. Dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara IV 

rendah dalam melakukan penghindaran pajak yang diukur dengan 

CETR. Yang berarti bahwa PTPN4 kurang agresif dalam melakukan 

perencanaan pajak.  

Tabel 4. 2 Data ETR 

No Tahun Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR 

1 2012 299.167.837.492 994.828.422.635 0,3 

2 2013 244.686.441.180 675.436.080.581 0,36 

3 2014 386.007.170.305 1.238.178.002.647 0,31 

4 2015 27.506.336.349 426.818.121.538 0,06 

5 2016 262.970.252.844 794.351.975.266 0,33 

6 2017 307.690.908.730 1.050.551.647.622 0,29 

7 2018 307.189.060.517 790.591.301.882 0,39 

8 2019 183.871.824.602 301.273.048.420 0,61 

9 2020 382.427.422.648 935.969.933.118 0,41 

10 2021 822.140.879.558 2.939.805.332.901 0,28 

Dari data diatas dapat dilihat niai ETR pada beberapa tahun 

cenderung tinggi yaitu >25% yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,30 dan 

terjadi penurunan peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,36 

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,31 

dan pada tahun 2015 terjadi penghindaran pajak yang tinggi yang 

ditandai oleh niai ETR yang rendah. Sementara itu, pada tahun 2016 

nilai ETR kembali meningkat yaitu sebesar 0,33 dan tahun 2017 sebesar 
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0,29. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,39 

dan semakin meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,61. Pada tahun 

2020 dan 2021 terjadi penurunan yaitu sebesar 0,41 dan 0,28. Maka 

dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkatnya penghindaran pajak 

yang dihitung menggunakan ETR, tetapi ditahun 2015 terjadi tingkat 

penghindaran pajak yang tinggi pada PT Perkebunan Nusantara IV. 

4.1.2.2  Biaya Hutang 

biaya hutang adalah dampak dari pinjaman eksternal yang 

merupakan modal dari perusahaan yang wajib harus dibayar kepada 

kreditur. Biaya hutang diukur menggunakan Cost of debt. 

COD=
Beban Bunga

Rata−rata hutang jangka pendek+rata rata hutang jangka panjang
 

Tabel 4. 3 Data Cost of Debt 

Tahun beban bunga 

rata htg jgka pnjg 

+ COD 
 rata htg jgk pdk 

2012 191.248.775.990 1.339.828.321.360 0,14 

2013 247.392.943.806 1.431.630.774.592 0,17 

2014 274.544.688.142 2.653.216.866.521 0,10 

2015 258.312.214.187 1.449.187.271.939 0,18 

2016 296.751.656.767 1.640.492.606.689 0,18 

2017 308.951.566.834 1.270.428.419.165 0,24 

2018 290.804.026.913 1.642.534.689.443 0,18 

2019 508.892.340.994 1.916.128.416.860 0,27 

2020 568.141.642.691 1.636.105.191.796 0,35 

2021 461.975.062.962 1.658.911.617.369 0,28 

Dari data diatas pada beberapa tahun nilai biaya hutang mengaami 

peningkatan, dimana pada tahun 2012 nilai biaya hutang 0,14 dan 

mengalami peningkatan ditahun 2013 yaitu sebesar ;0,17 kemudia 

menurun pada tahun 2014 yaitu 0,10 mengalami peningkatan kembali 
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ditahun 2015-2017 yaitu 0,18 dan 0,24 turun kembali ditahun 2018 dan 

2021 yaitu 0,18 dan 0,28 mengalami kenaikan ditahun 2020 sebesar 

0,35. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai biaya hutang 

dibeberapa tahun mengalami kenaikan. 

4.1.3 Analisis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Data yang siap diolah akan 

dilakukan pengujian pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS 

25. Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini 

digunakan metode analisis data sebagai berikut: 

4.1.3.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai 

gambaran data meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel-

variabel penelitian. Berikut adalah statistik deskriptif pada penelitian ini 

yang sudah diolah dengan menggunakan SPSS 25. 

Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 CETR 10 .26 1.74 .7230 .43831 

X2 ETR 10 .06 .61 .3340 .13640 

Y  BH 10 .10 .35 .2090 .07475 

Valid N (listwise) 10 
    

 Sumber: Data diolah SPSS 25 (2023) 
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Penghindaran pajak yang dihitung menggunakan pengukuran Cash 

Efective Tax Rate  yaitu  nilai yang diperoleh dari jumlah kas pajak 

yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak yang bertujuan 

untuk melihat keagresifan perencanaan pajak. CETR  memiliki nilai 

minimum sebesar 0,26 terjadi pada tahun 2021 yang menunjukkan 

bahwa jumlah terendah keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan 

PTPN 4 dapat mencapai 26%. CETR memiliki nilai maksimum sebesar 

1,74 terjadi pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi 

nilai keagresifan pajak yang dilakukan PTPN 4 dalam penelitian ini 

dapat mencapai 174%. CETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7230 

yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penghindaran pajak yang 

dihitung menggunakan CETR dalam penelitian ini dapat mencapai 

72,30%. CETR memiliki nilai standar deviasi 0,43831 lebih rendah dari 

nilai mean 0,7230 yang menunjukkan bahwa batas penyimpangan data 

rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Penghindaran pajak yang dihitung menggunakan pengukuran 

Efective Tax Rate yaitu nilai yang diperoleh dari nilai beban pajak 

dibagi dengan laba sebelum pajak yang bertujuan untuk melihat 

persentase total beban pajak yang ditanggung perusahaan. ETR 

memiliki nilai minimum sebesar 0,06 terjadi pada tahun 2015 yang 

menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai persentase total beban pajak 

dapat mencapai 6%. ETR memiliki nilai maksimum sebesar 0,61 terjadi 

pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai 

persentase jumlah total beban pajak dalam penelitian ini dapat 
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mencapai 61%. ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3340 yang 

menunjukkan bahwa rata-rata jumlah persentase total beban pajak 

dalam penelitian ini dapat mencapai 33,40% dari laba sebelum pajak. 

ETR memiliki nilai standar deviasi 0,13640 lebih rendah dari nilai 

mean 0,3340 yang menunjukkan bahwa batas penyimpangan rendah 

maka penyebaran nilainya merata. 

Biaya hutang adalah suku bunga efektif yang harus dibayarkan 

perusahaan kepada pemberi pinjaman. Biaya hutang memiliki nilai 

minimum sebesar 0,10 terjadi pada tahun 2014 yang menunjukkan 

bahwa jumlah terendah nilai suku bunga yang dibayarkan oleh PTPN 4 

dapat mencapai 10%. Biaya hutang memiliki nilai maksimum sebesar 

0,35 terjadi pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi 

nilai suku bunga yang dibayarkan oleh PTPN 4 dalam penelitian ini 

dapat mencapai 35%. Biaya hutang  memiliki nilai rata-rata sebesar  

0,2090  yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah suku bunga yang 

dibayarkan oleh PTPN 4 dalam penelitian ini adalah 20,90%. Biaya 

Hutang memiliki nilai standar deviasi 0,07475 ebih rendah dari nilai 

mean 0,2090 yang menunjukkan bahwa batas penyimpangan rendah  

maka penyebaran nilainya merata. 

4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi data telah memenuhi persyaratan distribusi normal dan 

apakah residual dalam model regresi sudah terdistribusi normal. 
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Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

Uji Kolmogorov Smirnov (K-S), Ghozali (2018). 

 Dasar pengambilan keputusan pada uji K-S ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 (α = 5%, tingkat segnifikan) maka 

data berdistribusi normal. 

2. Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 (α = 5%, tingkat signifikan) maka 

data berdistribusi tidak normal. 

Tabel 4. 5 Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .06867237 

Most Extreme Differences Absolute .188 

Positive .188 

Negative -.139 

Test Statistic .188 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: Data Diolah SPSS 25 (2023) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas bahwa besarnya niai 

Asymp.Sig.(2-tailed) adalah 0,20 > 0,05 yang menunjukkan bahwa 

data terdistribusi normal. 

Model lain untuk mengetahui normalitas adalah dengan  

menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik 
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secara histogram ataupun dengan melihat secara normal 

probability plot. Normalitas dapat dilihat dari penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-Plot atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. 

 
Gambar 4. 1 Normal Probability Plot 

Pada gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji 

normalitas data menunjukkan penyebaran titik-titik data cenderung 

mendekati garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Hal ini menyimpulkan bahwa metode regresi 

berdistribusi normal dan layak untuk dianalisis. 

 

Gambar 4. 2 Histogram Uji Normalitas 
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Pada gambar 4.2 histogram diatas diketahui bahwa grafik 

histogramnya menunjukkan bahwa variabel cenderung normal 

dikatakan garis tengah atau titik nol dari diagram mendekati 

tengah. 

4.1.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut (Ghozali, 2018) Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen)”. Pada model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF dan 

nilai tolerance yaitu jika nilai tolerance > 0,100 dan nilai            

VIF < 10,00 menunjukkan tidak ada gejala mutikoinearitas. 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 CETR .875 1.143 

X2 ETR .875 1.143 

a. Dependent Variable: Y  BH 

Sumber: Data Diolah SPSS 25 (2023) 

dari tabel 4.6 diatas dapat diihat bahwa nilai tolerance 

0,875 > 0,100 dan VIF 1,143 < 10,00 yang membuktikan bahwa 

variabel terbebas dari gejala multikolinearitas. 
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4.1.3.2.3 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi 

di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang 

berderetan waktu (apabila datanya time series) atau korelasi antara 

tempat berdekatan (apabila cross). Untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson terletak antara 

du sampai dengan (4-du). 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .395a .156 -.085 .07787 1.490 

Sumber: data diolah SPSS 25 

Dari tabel 4.7 diatas memperlihatkan nilai statistic D-W 

sebesar 1,490 angka ini terletak dU ( 1,6413) > DW (1,490) < 4-du 

( 2,3587). Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 

autokorelasi, atau nilai DW diantara nilai dL (0,6972) dan dU 

(1,6413) sehingga tidak menghasilkan kesimpulan. Maka akan 

dilakukan dengan menggunakan uji Run Test. 
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi Run Test 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.00466 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test Value 5 

Total Cases 10 

Number of Runs 6 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

Sumber: data diolah SPSS 25 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai 

Asymp.sig (2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp. Sig (2-

tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Dari data diatas nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) adalah 1,000 > 0,05. Dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokoreasi. 

4.1.3.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2018) Uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Suatu mode regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode chart (Diagram Scatter 

Plot), dengan dasar pemikiran bahwa: 

1. Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 
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maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

 
Gambar 4. 3 Scatterplot 

Dari gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa titik menyebar 

keatas dan kebawah sumbu 0 pada sumbu Y dan ini menunjukkan 

bahwa data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.1.3.3 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis data dalam penelitian ini munggunakan analisis regresi 

linear berganda. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen 

yaitu CETR dan ETR serta satu variabel dependen yaitu Cost Of Debt. 
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Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .178 .098 
 

1.822 .111 

X1 CETR -.031 .063 -.181 -.488 .640 

X2 ETR .160 .203 .293 .788 .456 

a. Dependent Variable: Y  BH 

Sumber: Data Diolah SPSS 25 (2023) 

Dari hasil analisis regresi linear berganda diatas, maka persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + e 

Y= 0,178- 0,031X1 + 0,160X2 + e 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 0,178 artinya apabila variabel Tax 

Avoidance yang diukur menggunakan CETR (X1) dan ETR (X2) 

nilainya 0 maka biaya hutang yang diukur dengan COD (Y) nilainya 

0,178. 

2. Nilai koefisien regresi variabel Tax Avoidance yang diukur dengan 

CETR (X1) sebesar -0,031. Artinya jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan CETR mengalami kenaikan 1% maka biaya 

hutang yang diukur dengan COD (Y) akan mengalami penurunan 

sebesar -0,031. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan 

negatif antara CETR dengan biaya hutang. Semakin naik tax 
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avoidance yang diukur dengan CETR maka semakin menurun nilai 

biaya hutang yang diukur dengan cost of debt. 

3. Nilai koefisien regresi variabel tax avoidance yang diukur dengan 

ETR (X2) sebesar 0,160 artinya jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan ETR mengalami kenaikan 1% maka biaya hutang 

yang diukur dengan Cost of Debt (Y) yang akan mengalami 

penurunan sebesar 0,160. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara ETR dengan biaya hutang yang diukur 

menggunakan cost of debt. Semakin naik tax avoidance yang diukur 

dengan ETR maka semakin naik biaya hutang yang diukur dengan 

COD (Cost Of Debt). 

4.1.3.4 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t, uji 

f, dan koefisien determinasi. Hipotesis pertama sampai hipotesis kedua 

dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis untuk melihat masing-

masing pengaruh terhadap biaya hutang dengan menggunakan t-test dan 

f-test. 

4.1.3.4.1 Uji t 

Pengujian t-test digunakan untuk menunjukkan pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut; 

1. Terima Ha tolak H0 jika nilai sig < 0,05 atau thitung > ttabel maka 

terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 
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2. Tolak Ha terima H0 jika nilai sig > 0,05 atau thitung < ttabel  

maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

Tabel 4. 10 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .178 .098 
 

1.822 .111 

X1 CETR -.031 .063 -.181 -.488 .640 

X2 ETR .160 .203 .293 .788 .456 

Sumber: Data Diolah SPSS 25 (2023) 

Dari hasil penelitian ini diketahui harga thitung variabel 

CETR(X1) sebesar -0,488. Harga thitung tersebut selanjutnya 

dibandingkan ttabel dengan jumlah n=10 berdasarkan tingkat α 0,05 

dan df= n-2-1 diperoleh ttabel sebesar 2,364. Dari hasil yang 

disajikan tersebut diketahui bahwa -0,488 < 2,364 maka Ha ditolak 

dan H0 diterima, nilai signifikansi sebesar 0,640 > 0,05 maka 

variabel CETR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

variabel biaya hutang yang diukur dengan cost of debt. 

Dari hasil penelitian ini diketahui harga thitung variabel ETR 

(X2) sebesar 0,788. Harga thitung  tersebut selanjutnya dibandingkan 

ttabel dengan jumlah n=10 berdasarkan tingkat α 0,05 dan df= n-2-1 

diperoleh ttabel sebesar 2,364. Dari hasil yang disajikan tersebut 

diketahui bahwa 0,788 < 2,364 maka Ha ditolak dan H0 diterima, 

nilai signifikansi sebesar 0,456 > 0,05 maka variabel ETR tidak 
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berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel biaya hutang 

yang diukur dengan cost of debt. 

4.1.3.4.2 Uji f 

Uji f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria 

penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Terima Ha Tolak H0 jika nilai sig < 0,05 atau Fhitung > Ftabel 

maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap 

variabel Y 

2. Tolak Ha terima H0 jika nilai sig > 0,05 atau Fhitung < Ftabel  

maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan 

terhadap variabel Y 

Tabel 4. 11 Hasil Uji f 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .008 2 .004 .647 .552b 

Residual .042 7 .006 
  

Total 
.050 9 

   

 a. Dependent Variable: Y  BH  

b. Predictors: (Constant), X2 ETR, X1 CETR 

Berdasarkan hasil uji f diatas diketahui harga fhitung = 0,647. 

Harga fhitung tersebut selanjutnya dibandingkan ftabel dengan jumlah 

n= 10 berdasarkan tingkat kesalahan α 0,05 diperoleh ftabel  4,737. 

Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa 0,647 < 4,737. 
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Nilai signifikansi 0,552 dimana nilai signifikan pada tingkat 

signifikansi 0,05 karena lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak H0 

diterima. Kesimpulannya adalah variabel CETR (X1) dan ETR 

(X2) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel biaya hutang atau cost of debt. 

4.1.3.5 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan besarnya persentase 

pengaruh semua variabel terhadap variabel terikat. Jika koefisien 

determinasi (R2) semakin besar atau mendekati 1,maka dapat dikatakan 

bahwa kemampuan variabel bebas adalah besar terhadap variabel 

terikat. Sebaliknya jika koefisien determinasi (R2) semakin kecil atau 

mendekati 0 maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil. 

Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .395a .156 -.085 .07787 

                                        a. Predictors: (Constant), X2 ETR, X1 CETR 

                                        b. Dependent Variable: Y  BH 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai R-Square 

sebesar 0,156 dalam hal ini menyatakan bahwa variabel Tax Avoidance 

yang diukur dengan CETR dan ETR sebesar 15,6% untuk menjelaskan 

variabel biaya hutang yang diukur dengan Cost of Debt, sisanya 84,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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4.2  Pembahasan  

4.2.1 Pengaruh Tax Avoidance yang diukur dengan Cash Effective Tax 

Rates Terhadap Biaya Hutang Pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Tax Avoidance adalah suatu usaha pengurangan beban pajak secara legal 

dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan yang masih 

didalam batas ketentuan perpajakan. Cash Efective Tax Rate  yaitu  nilai yang 

diperoleh dari jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum 

pajak. CETR  digunakan karena dianggap dapat mengidentifikasi keagresifan 

perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap 

maupun perbedaan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel CETR tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil uji t dimana thitung < ttabel   (-0,488 < 2,364) maka Ha ditolak dan H0 

diterima, nilai signifikansi sebesar 0,640 > 0,05 maka variabel CETR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel biaya hutang yang diukur dengan 

cost of debt. 

PT Perkebunan Nusantara IV yang melakukan penghindaran pajak tidak 

berdampak pada tinggi dan rendahnya biaya utang yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Hal ini dimungkinkan diakibatkan 

karena peraturan pajak di Indonesia kurang memberikan insentif pengurang 

pajak. Peraturan pajak justru lebih ketat dalam memberikan kriteria beban 

yang dapat dikurangkan dibandingkan dengan akuntansi. Dan dalam hal ini 

PTPN 4 membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dalam UU HPP ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 

sehingga tidak mempengaruhi kreditur dalam menetapkan besar kecilnya 
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bunga yang harus dibayarkan. Dari penjelasan ini menunjukkan juga bahwa 

penghindaran pajak yang diukur dengan CETR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap biaya hutang. Hal ini membuktikan bahwa naik ataupun turun 

penghindaran pajak yang dihitung menggunakan CETR tidak akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya hutang.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Arianti, 2019) Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya 

hutang. Dan didukung oleh Penelitian (Aryani & Armin, 2022) menyatakan 

bahwa Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap 

biaya hutang.  

Tetapi Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ritonga, 2020) yang 

menyatakan bahwa penghindaran pajak yang diukur dengan CETR tidak 

berpengaruh terhadap pendanaan eksternal. Dengan demikian tidak sesuai 

dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa penghindaran pajak yang 

diukur dengan CETR berpengaruh terhadap biaya hutang. 

4.2.2 Pengaruh Tax Avoidance yang diukur dengan Effective Tax Rates 

Terhadap Biaya Hutang Pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Effective Tax Rate menggambarkan persentase total beban pajak 

penghasilan dari seluruh total laba sebelum pajak. ETR digunakan karena 

dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku 

dengan laba fiskal. Hasil menunjukkan bahwa variabel ETR tidak berpengaruh 

terhadap biaya hutang. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t dimana thitung < ttabel   

(0,788 < 2,364) maka Ha ditolak dan H0 diterima, nilai signifikansi sebesar 

0,456 > 0,05 maka variabel ETR tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel biaya hutang yang diukur dengan cost of debt. perusahaan PTPN 4 

yang melakukan penghindaran pajak tidak berdampak pada tinggi dan 

rendahnya biaya utang yang diperoleh. Dikarenakan periode penelitian ini 

dilakukan setelah pemerintah melakukan reformasi perpajakan dan dengan 

adanya peraturan menteri keuangan No.169/PMK.010/2015 mengenai 

perbandingan hutang dan modal perusahaan yang telah dikeluarkan pada 

tahun 2015 yang membuat perusahaan pada saat ini berhati-hati dalam 

mengelola hutang termasuk PTPN 4. Hal ini juga membuktikan bahwa tinggi 

atau rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan maka tidak akan 

berdampak pada tinggi atau rendahnya biaya hutang yang dimiliki PTPN 4 

Medan. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Pramukty, Hidayat, Arigawati, & Meutia, 2021) yang meneliti pengaruh Tax 

Avoidance terhadap Cost of Debt pada perusahaan sektor barang konsumsi 

yang mengambil sampel 16 perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013-2017 yang menyatakan bahwa ETR 

sebagai proksi Tax Avoidance memiliki pengaruh negatif terhadap cost of 

debt. Tetapi penelitian ini sejalan dengan (Manullang, Marbun, Tarigan, & 

Sihombing, 2020) yang meneliti Tax Avoidance terhadap Cost of  Debt pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia yang 

menyatakan bahwa Tax Avoidance yang diukur dengan ETR tidak 

berpengaruh terhadap cost of debt. Dengan demikian tidak sesuai dengan 

hipotesis awal yang menyatakan bahwa penghindaran pajak yang diukur 

dengan ETR berpengaruh terhadap biaya hutang. 
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4.2.3 Pengaruh Tax Avoidance yang diukur dengan Effective Tax Rates 

(ETR) dan Cash effective Tax Rates (CETR) Terhadap Biaya Hutang 

Pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji f diketahui harga 

Fhitung = 0,647 Yang dibandingkan Ftabel sebesar 4,737. Diketahui bahwa Fhitung 

< Ftabel (0,647 < 4,737). Nilai signifikansi 0,552 dimana nilai signifikan pada 

tingkat signifikansi 0,05 karena lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak H0 

diterima. Kesimpulannya adalah variabel CETR (X1) dan ETR (X2) secara 

simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel biaya hutang 

atau cost of debt. 

Selanjutnya hasil penelitian dengan melakukan uji determinasi diketahui 

besarnya presentase hubungan variabel CETR (X1) dan ETR (X2) terhadap 

biaya hutang sebesar 15,6% untuk menjelaskan variabel biaya hutang yang 

diukur dengan Cost of Debt, sisanya 84,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian tidak menemukan adanya pengaruh Tax Avoidance 

terhadap biaya hutang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ada atau tidaknya 

kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen tidak dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penambahan atau pengurangan 

hutang perusahaan. 

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena 

pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. demi 

mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional 

berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak 
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yang ada. Biaya hutang merupakan salah satu faktor pengurang laba. Salah 

satu bentuk biaya hutang adalah bunga. Biaya hutang yang tinggi disebabkan 

oleh banyaknya pendanaan dari pihak ketiga yaitu kreditur yang menyebabkan 

beban bunga meningkat sehingga pajak yang dibayarkan mengalami 

penurunan. 

Posisi bunga dalam perusahaan adalah mengurangi nilai laba sebelum 

pajak sehingga secara langsung, bunga mengurangi nilai pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan. karena angka laba sebelum pajak menurun akibat 

beban bunga, seharusnya perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran 

pajak, meskipun begitu manajemen justru memanfaatkan celah peraturan 

perpajakan ini dengan berhutang sampai pada titik optimal agar mendapatkan 

manfaat pajak (Heryawati, Indriani, & Midiastuty, 2018). Namun dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya hutang. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut 

dengan adanya keputusan menteri keuangan No.1002/KMK.04/1984 yang 

selanjutnya sekarang menjadi peraturan menteri keuangan 

No.169/PMK.010/2015 mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan 

modal perusahaan sehingga perusahaan sangat berhati-hati dalam mengelola 

hutang karena bisa menyebabkan kebangkrutan. Pada periode penelitian ini 

dilakukan setelah pemerintah melakukan reformasi pajak yang bertujuan 

untuk mencegah perusahaan-perusahaan melakukan aggressive tax planning, 

sehingga dengan adanya peraturan tersebut dapat menurunkan perilaku tax 

avoidance. Adapun hal yang memungkinkan karena peraturan di Indonesia 

sejak tahun 2020 mengeluarkan kebijakan stimulus insentif pajak kepada 
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sektor industri manufaktur akibat pandemic COVID-19 dengan cara menunda 

pembayaran pajak penghasilan pasal 22 impor. Dengan adanya insentif pajak 

pada tahun 2020 maka nilai pph 22 tidak perlu dibayarkan oleh perusahaan 

manufaktur, sehingga perilaku Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan 

manufaktur cenderung menurun dan biaya utang pun tidak mengalami 

kenaikan atau penurunan yang signifikan (Zamifa, Hasanah, & Khairunnisa, 

2022). 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Trade of Theory yang menyatakan 

bahwa penghindaran pajak adalah sebagai substitusi hutang dan perusahaan 

yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan manfaat pajak yang menurut 

(Pramukty, Hidayat, Arigawati, & Meutia, 2021) Perusahaan yang melakukan 

Tax Avoidance akan mengurangi penggunaan hutang. Sehingga akan 

meningkatkan Financial slack, mengurangi biaya dan resiko kebangkrutan, 

meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya hutang. 

Dan pada teori agensi manajer cenderung menyukai penggunakan hutang 

karena merupakan insentif pajak, sehingga mendorong manajer untuk 

melakukan penghindaran pajak.  

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan (Sherly & Fitria, 2019) yang 

melakukan penelitian pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan institusional 

dan profitabilitas terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2015 yang menyatakan bahwa penghindaran 

pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh (Karo-Karo & Lumbangaol, 2022) yang melakukan penelitian 

pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt pada perusahaan industri 
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barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode       

2016-2020 yang menyatakan bahwa Tax Avoidance berpengaruh positif 

terhadap Cost of Debt pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 yang menunjukkan bahwa 

perusahaan yang melakukan Tax Avoidance, dipandang kreditur sebagai 

tindakan yang mengandung resiko, sehingga justru meningkatkan Cost Of 

Debt. 

Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan (Wardani & Rumahorbo, 2018) 

yang melakukan penelitian pengaruh penghindaran pajak, tata kelola dan 

karakteristik perusahaan terhadap biaya hutang yang menyatakan bahwa 

penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Dan penelitian 

ini juga sejalan dengan (Utama, Kirana, & Sitanggang, 2019) yang melakukan 

penelitian pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan 

kepemilikan institusional sebagai pemoderasi yang menyatakan hasil 

penelitiannya adalah penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya 

hutang. Dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa penghindaran pajak yang diukur dengan CETR dan ETR 

berpengaruh terhadap biaya hutang. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan 

dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Tax Avoidance yang diukur dengan Cash Effective Tax Rate tidak 

berpengaruh terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV 

Medan  

2.  Tax Avoidance yang diukur dengan Effective Tax Rate tidak berpengaruh 

terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan  

3. Tax Avoidance yang diukur dengan CETR dan ETR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya hutang pada PT Perkebunan Nusantara IV 

Medan 

4. Kemampuan menjelaskan nilai R-Square hanya sebesar 15,6% dari biaya 

hutang ditentukan oleh peran dari variasi nilai penghindaran pajak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian maka, dapat 

dikemukakan beberapa saran berikut: 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya memilih untuk melakukan penggunaan dana 

internal untuk membiayai operasional perusahaan dikarena dengan hutang 

yang meningkat peluang untuk financial disstres akan semakin besar bila 

penggunaan hutang tidak dapat memberikan manfaat pengembalian yang 

optimal .  
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2. Bagi peneiti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah sampel, menambah 

variabel lain yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi biaya 

hutang dan menggunakan pengukuran yang lain untuk menggambarkan 

penghindaran pajak Agar lebih mendapatkan hasil yang akurat. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya, keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup pada 

satu perusahaan dengan periode tidak terlalu besar dan luas yaitu hanya 

laporan keuangan dari tahun 2012-2021. Sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yang 

mempengaruhi biaya hutang dengan menggunakan dua pengukuran yaitu 

CETR dan ETR, masih terdapat beberapa variabel yang independen yang 

lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh 

terhadap variabel biaya hutang. 
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Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 CETR 10 .26 1.74 .7230 .43831 

X2 ETR 10 .06 .61 .3340 .13640 

Y  BH 10 .10 .35 .2090 .07475 

Valid N (listwise) 10     

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .395a .156 -.085 .07787 

a. Predictors: (Constant), X2 ETR, X1 CETR 

b. Dependent Variable: Y  BH 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .008 2 .004 .647 .552b 

Residual .042 7 .006   

Total .050 9    

a. Dependent Variable: Y  BH 

b. Predictors: (Constant), X2 ETR, X1 CETR 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .178 .098  1.822 .111 

X1 CETR -.031 .063 -.181 -.488 .640 

X2 ETR .160 .203 .293 .788 .456 

a. Dependent Variable: Y  BH 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 10 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .06867237 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .188 

Positive .188 

Negative -.139 

Test Statistic .188 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 CETR .875 1.143 

X2 ETR .875 1.143 

a. Dependent Variable: Y  BH 
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Charts 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.00466 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test Value 5 

Total Cases 10 

Number of Runs 6 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a. Median 
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No        Tahun 
Pembayaran 

Pajak 
Laba Sebelum Pajak CETR 

1 2012 765.382.275.981 994.828.422.635 0,77 

2 2013 694.647.706.502 675.436.080.581 1,03 

3 2014 807.168.913.255 1.238.178.002.647 0,67 

4 2015 743.766.010.252 426.818.121.538 1,74 

5 2016 370.128.065.856 794.351.975.266 0,47 

6 2017 359.483.916.394 1.050.551.647.622 0,34 

7 2018 375.851.816.256 790.591.301.882 0,47 

8 2019 292.912.698.104 301.273.048.420 0,97 

9 2020 473.177.241.190 935.969.933.118 0,51 

10 2021 752.815.775.647 2.939.805.332.901 0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Tahun Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR 

1 2012 299.167.837.492 994.828.422.635 0,3 

2 2013 244.686.441.180 675.436.080.581 0,36 

3 2014 386.007.170.305 1.238.178.002.647 0,31 

4 2015 27.506.336.349 426.818.121.538 0,06 

5 2016 262.970.252.844 794.351.975.266 0,33 

6 2017 307.690.908.730 1.050.551.647.622 0,29 

7 2018 307.189.060.517 790.591.301.882 0,39 

8 2019 183.871.824.602 301.273.048.420 0,61 

9 2020 382.427.422.648 935.969.933.118 0,41 

10 2021 822.140.879.558 2.939.805.332.901 0,28 

Tahun beban bunga 

rata htg jgka pnjg 

+ COD 
 rata htg jgk pdk 

2012 191.248.775.990 1.339.828.321.360 0,14 

2013 247.392.943.806 1.431.630.774.592 0,17 

2014 274.544.688.142 2.653.216.866.521 0,10 

2015 258.312.214.187 1.449.187.271.939 0,18 

2016 296.751.656.767 1.640.492.606.689 0,18 

2017 308.951.566.834 1.270.428.419.165 0,24 

2018 290.804.026.913 1.642.534.689.443 0,18 

2019 508.892.340.994 1.916.128.416.860 0,27 

2020 568.141.642.691 1.636.105.191.796 0,35 

2021 461.975.062.962 1.658.911.617.369 0,28 
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